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TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan
pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan
Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun
2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

11.

Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6794);

20.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

21.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan
Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
215);

23.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);



Menetapkan

KESATU

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

31.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

32.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045;

34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 3).

38.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pangandaran, dengan susunan Personalia
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029
sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas:

a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU),
indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
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c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek
dan urusan yang ditangani OPD;

d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap
urusan yang ditangani OPD;

e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di
masyarakat;

f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis
gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pangandaran;

g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan
sasaran OPD;

h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;

i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan
sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada
Kepala Dinas;

j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun
berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran
terpadu;

k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Pangandaran tahun 2025- 2030;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 03 Maret 2025
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran

A .TQNTON GUNTARI, SH
7‘ Pembina Utama Muda, IV/c
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor: 000.7.2 /KPTS-006.b /DKISP/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
PANGANDARAN
SUSUNAN DAN PERSONALIA
No. Keuduk:f\n Kedudukan Dalam Jabatan Nama
Dalam Tim
1. | Ketua Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, | TONTON GUNTARI, SH
Statistik dan Persandian
2. | Sekretaris Sekretaris Dinas -
3. | Anggota Plt. Kepala Bidang Aplikasi, THOYIB WAHYUDIN, S.Kom.
Informatika dan Persandian
4. | Anggota Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, | DUDUNG CAHYADI, S.Pd.,
Komunikasi Publik dan Statistik M.Pd.
5. | Anggota Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian | IQBAL ADITYA PANGESTU,
S.Kom
6. | Notulen Kasubag Program dan Keuangan MARLIA HERLIA, S.IP

Dinas Komunikasi, Informatika,

1

Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran

TONTON GUNTARI, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor: 000.7.2 /KPTS-006.b /DKISP/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
PANGANDARAN
SUSUNAN DAN PERSONALIA
No. Keuduka_\n Kedudukan Dalam Jabatan Nama
Dalam Tim
1. | Ketua Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, | TONTON GUNTARI, SH
Statistik dan Persandian
2. | Sekretaris Sekretaris Dinas -
3. | Anggota Plt. Kepala Bidang Aplikasi, THOYIB WAHYUDIN, S.Kom.
Informatika dan Persandian
4. | Anggota Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, | DUDUNG CAHYADI, S.Pd.,
Komunikasi Publik dan Statistik M.Pd.
5. | Anggota Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian | IQBAL ADITYA PANGESTU,
S.Kom
6. | Notulen Kasubag Program dan Keuangan MARLIA HERLIA, S.IP

Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran

TONTON GUNTARI, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
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PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email: kominfo.panﬁandarankab@ﬁmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 000.7.2/KPTS - 023/DKISP/2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

Menimbang

Mengingat

. a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029, dan
dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola
pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Pangandaran Tahun 2025-2029;

Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
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Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

14.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana
telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar



Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6794);

20.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

21.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan
Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
215);

23.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah:

31.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

32.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045;

34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-
2042;

36.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 3).

38.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG
RENCANA  STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2025-2030.

Menetapkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2030,
sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya
dicahiit Ranctra Ninac Kamiinilkaci Infarmmatiba Qtatictik Aanm DarcmmAiam



KETIGA

KEEMPAT

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun
2025-2030 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029.

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Tahun 2025-2029 meliputi :

a. BABI : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, dan sistematika penulisan.

b. BABII : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statisti dan
Persandian, Sumber Daya Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian, Kinerja
Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian, dan Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian.

c. BABIII : ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian, Telaahan
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan
Renstra Inspektorat Provinsi, Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

d. BABIV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian.

e. BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang.

f. BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif.



KELIMA

g.

h.

BAB VI

BAB Viii

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja
Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 12 September 2025
Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran

TONTON GUNTARI, SH
7 Pembina Utama Muda, I1V/c
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g. BABVIl : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja
Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.

h. BABVIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 12 September 2025
Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian
Kabupaten-Pangandaran

L g

TONTON GUNTARI, SH
Pembina UtamaMuda, 1V/c
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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Alloh SWT, karena atas Rahmat dan
Karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencaan Pembangunan Nasional dan secara Teknis Operasional
berpedoman kepada Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis ini
selanjutnya akan menjadi bahan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

Harapan kami Rencana Strategis ini bisa menjadi Acuan dalam Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan dalam Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan manjadi alat koordinasi bagi seluruh
Stakeholders terkait. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini baik pihak
ekstern maupun intern di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kabupaten Pangandaran. Semoga Allah SWT memberkati kita semua, Amin.

Parigi, 12 September 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian

Kabupaten Pangandaran

TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Tahun 2025-2029 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Pangandaran
sebagai rencana kerja untuk lima tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Renstra Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian sebagai penjabaran rencana kerja Bupati yang
tertuang dalam RPJMD yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah
dalam upayanya mewujudkan tata kelola atau tata laksana pemerintahan yang berbasis
elektronik atau terkomputerisasi.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam
penyusunannya terlebih dahulu dengan menelaah visi dan misi Bupati sebagai janjinya
kepada masyarakat serta program kerja Bupati untuk lima tahun yang tertuang dalam
RPJMD .

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029, yang
merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
periode 2025-2029. Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengan
tetap memiliki korelasi dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian dalam Renstra tahun 2025-2029 akan berfokus
mewujudkan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu
memberikan pelayanan publik yang prima dengan tujuan meningkatnya tatalaksana
pemerintahan berbasis elektronik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



14.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian.

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

20.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

21.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan
Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

23.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 215);

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
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25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah;

31.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

32.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

35.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;

36.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 24);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 3).



38.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;

39.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-
2029;

40.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan,Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

41.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Tugas
Pokok,Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 —
2029 dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan di bidang komunikasi dan
informatika serta statistik dan persandian dalam rangka ikut mewujudkan visi, misi
dan program pembangunan Bupati Terpilih masa bakti 2025 - 2029, sehingga
seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bisa sinergis, koordinatif,
kolaboratif yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
B. Tujuan
1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar penanganan
pembangunan daerah dan gambaran pengelolaan keuangan daerah sebagai
dasar penentuan kapasitas pendanaan 5 (Lima) tahun kedepan;
2. Menerjemahkan Visi dan Misi Dearah kedalam sasaran strategis pembangunan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 - 2029;
3. Menetapkan berbagai program prioritas disertai dengan target kinerja yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025 - 2029;
4. Menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian dan pengukuran
keberhasilan pembangunan periode 2025 - 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Pangandaran Tahun

2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,

Sistematika Penulisan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya,
Kinerja Pelayanan, Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian. Menjelaskan tentang permasalahan dan isu strategis

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah, dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 5 PENUTUP
Merupakan bagian penutup dari Renstra Diskominfo yang merupakan kata
simpulan dari semua isi Renstra.



BAB i
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Pasal 3
ayat 15 yang menyebutkan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan
Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, sebagian urusan
layanan e-gevernment, pengelolaan infrastruktur dan statistik dan melaksanakan
sebagian urusan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian yang
menjadi kewenangan daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi,
komunikasi publik dan statistik;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi,
komunikasi publik dan statistik;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang aplikasi, informatika dan
persandian dan informasi, komunikasi publik dan statistik;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksnaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat,
kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga

kantor serta koordinasi penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi:



1. Mengelola dan Membina administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan

dan asset, umum dan kepegawaian;

2. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan
bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan
umum,keuangan,kepegawaian, kegiatan bidang dan perlengkapan;

3. Menyusun dan mempesiapkan naskah dinas,mengelola kearsipan dan
dokumentasi;

4. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan serta
rumah tangga dinas;

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dala bidang
kepegawaian,keuangan,perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya;

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tuga sunit organisasi dilingkungan dinas;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretaris mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

2. Menyelenggarakan perencanaan operasonal ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan tulis,ruang perkantoran, perencanaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

3. Menyelenggarakan pengelolaan dan Analisa ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi,perlengkapan,perbekalan dan
keperluan tulis ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan mengevaluasi
dan pelaporan;

4. Menyelenggarakan pengendalian dan mengevaluasi ketatausahaan
kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan,
perbekalan dan keperluan tulis ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan
mengevaluasi dan pelaporan;

5. Mempelajarimemahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan,ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan
serta perencanaan,evaluasi dan pelaporan;

6. Menyelenggarakan penyusunan dan melaksanakan rencana strategis dan

rencana Kkerja dinas dalam rangka kelancaran tugas.

B. Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Aplikasi Informatika dan
Persandian mempunyai fungsi:



Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan

sub domain di lingkup pemerintah daerah;

Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah;

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah
daerah

Mengkoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar
pernagkat daeerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Aplikasi Informatika dan
Persandian mempunyai fungsi:

1.

Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
aplikasi informatika dan persandian;

Menyelenggarakan penatalaksanaan,pengawasan dan evaluasi nama
domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
Mengkoordinasikan,merumuskan  penyusunan  konsep,rencana  dan
pengembangan penyelanggaraan system jaringan intra pemerintah daerah;
Mengkoordinasikan,merumuskan perencanaan, bahan kebijakan,evaluasi,
penetalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah;

Mengkoordinasikan,penyusunan rencana konsep impelemntasi,sinkronisasi
pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik;
Mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengelolaan pusat data/server
pemerintah daerah,;

Mengkoordinasikan, = merumuskan  penyusunan konsep  rencana
penyelenggaraan system komunikasi intra pemerintah daerah;
Mengkoordinasikan dan sinkronisasi perumusan rencana, konsep, bahan
kebijakan, pengelolaan dan penerapan system keamanan informasi:
Mengkoordinasikan dan sinkronisasi perumusan rencana, konsep, bahan
kebijakan, pengelolaan rencana, konsep, bahan kebijakan, pengelolaan, data

dan dan informasi elektronik;

10.Mengkoordinasikan konsep, rencana, bahan kebijakan dan evaluasi

pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;

11.Mengkoordinasikan konsep penyelenggaraan system penghubung layanan

pemerintah;

12.Mengkoordinasikan rencana konsep pengembangan dan pengelolaan

ekosistem daerah cerdas;

13.Mengkoordinasikan konsep pengembangan dan pengelolaan sumber daya

teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;



14.Mengkoordinasikan dan menjalankan fungsi kesekretariatan pengelolaan

government chief information officer daerah;

15.Mengkoordinasikan, merumuskan konsep, bahan, pentapan kebijakan tata
Kelola keamanan informasi dan jarring komunikasi sandi pemerintah daerah:

16.Mengkoordinasikan, merumuskan konsep dan bahan kebijakan pelaksanaan
analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya kemanan informasi
pemrintah daerah;

17.Mengkoordinasikan, merumuskan konsep dan bahan kebijakan pelaksanaan
keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non
elektronik;

18.Mengkoordinasika, merumuskan konsep dan bahan kebijakan penyediaan
layanan keamanan informasi pemrintah daerah;

19.Mengkoordinasikan, merumuskan konsep dan bahan kebijakan
operasionalisasi jarring komunikasi sandi pemerintah daerah, dan

20.Melaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Informasi Komunikasi Publik dan

Statistik mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
pemerintah daerah;
2. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah; dan

3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Informasi Komunikasi Publik dan

Statistik mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
informasi dan komunikasi public;

2. Mengkoordinasikan hasil monitoring opini dan aspirasi public;

3. Mengkoordinasikan pengumpulan, klasifikasi dan evaluasi monitoring
informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;

4. Mengkoordinasikan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi
public;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi public;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan informasi public;

7. Mengkoordinasikan penyelnggraan layanan hubungan media;



Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Mengkoordinasikan konsep dan menyiapkan bahan penyelenggaraan

kemitraan dengan pemangku kepentingan;

Mengkkoridnasikan konsep dan menyiapkan bahan penyelenngaraan

manajemen komuniksi krisis;

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
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Sarana dan prasarana yang telah ada pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian antara lain adalah sebagai berikut :

.2.A Sarana dan Prasarana

Tabel Sarana dan prasarana

No Jenis Barang/Nama Barang Jumliah Kondisi
Minibus baik
Motor baik
Alat Ukur Global Positioning system baik




4 | Rak Kayu 2 baik
5 | Filling Cabinet Besi 4 baik
6 | Brangkas 1 baik
7 | Lemari Sorok 1 baik
8 | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2 baik
Lain-Lain
9 |CCTV 1 baik
10 | Kursi Lipat 26 baik
11 | Papan Pengumuman 1 baik
12 | Meja Kerja Besi/Metal 1 baik
13 | Meja Kerja Kayu 9 baik
14 | Kursi Besi/Metal 1 baik
15 | Kursi Kayu 11 baik
16 | Meja rapat 2 baik
17 | Meja Resepsionis 1 baik
18 | Meja 1/2 Biro 27 baik
19 | Kursi Rapat 8 baik
20 | Kursi Tamu 1 baik
21 | Meja Komputer 1 baik
22 | Sofa 2 baik
23 | Tulisan Staindles Command Center 1 baik
24 | Lemaries 1 baik
25 | AC 22 baik
26 | Outdor Unit 1 baik
27 | Exhaust 2 baik
28 | Alat dapur/Yong Ma 1 baik
29 | Televisi 3 baik
30 | Wireless 3 baik
31 | Microphone 1 baik
32 | Kaca Hias 3 baik
33 | Karpet 1 baik
34 | Senter 1 baik
35 | Meja Pejabat Eselon Il 1 baik
36 | Meja Tamu Biasa 2 baik
37 | Kursi Kerja Pejabat Eselon Il 2 baik
38 | Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 13 baik
39 | Lemari Buku Untuk arsip Dinamis 5 baik
40 | Audio Video Selector baik




41 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 3 baik
42 | Camera+Attachment 29 baik
43 | Proyektor+Attachment 1 baik
44 | Peralatan studio Lain-lain 3 baik
45 | Tripod Kamera 2 baik
46 | Lensa Kamera 1 baik
47 | Alat Penyimpan Data 1 baik
48 | Pesawat Telephone 2 baik
49 | Handy Talky 3 baik
50 | Handphone 4 baik
51 | Peralatan Pemancar 1 baik
52 | Switcher Antena 3 baik
53 | Switcher/ Menara Antena 2 baik
54 | Genset 1 baik
55 | Voltmeter 2 baik
56 | Alat Ukur Takaran air 1 baik
57 | Frequency Counter 1 baik
58 | Digital Handycam VHSC 1 baik
59 | Layar Proyektor 1 baik
60 | Thermometer 1 baik
61 | Mini Komputer 2 baik
62 | Local Area Network 39 baik
63 | P C Unit 5 baik
64 | Laptop 15 baik
65 | Note Bok 1 baik
66 | Personal Komputer Lain 17 baik
67 | Magnetic Tape Unit 2 baik
68 | Peralatan Mini Komputer lai-Lain baik
69 | Monitor 14 baik
70 | Printer 16 baik
71 | Peralatan Personal Komputer Lain- 130 baik
lain
72 | Finger Print Scanner 1 baik
73 | Server baik
74 | Router baik
75 | Peralatan Jaringan Lain-Lain 14 baik
76 | Tiang Antene 7 baik
77 | Bangunan Gedung Kantor Permanen baik




78 | Jaringan Listrik 2 baik
79 | Jaringan Distribusi 1 baik
80 | Jaringan Listrik Lainnya 1 baik
81 | Bahan Perpustakaan 1 baik
82 | Bahan Perpustakaan Tercetak 1 baik
83 | cctv 1 baik
84 | Teknologi 1 baik
85 | Aset Tetap dalam renovasi 3 baik
86 | Aset Tidak Berwujud 7 baik
87 | Software 5 baik
88 | Kajian 2 baik

2.1.2.B Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran adalah 19 orang.

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No | Jenis Kelamin Jumlah (orang)
1. | Laki - laki 14
2. | Perempuan 5
Total 19

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan

No | Pangkat/Golongan Jumilah (orang)
1. | Pembina Utama Muda, IV/c 2

2. | Pembina Tk. 1, IV/b 1

3. | Pembina, IV/a 1

4. | Penata Tk. 1, lll/d 2

5. | Penata, lll/b 2

6. | Penata Muda, lll/a 8

7. | Pengatur Tk. I, li/d 2

8. | Pengatur Muda, ll/a 1

Total 19

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No | Pendidikan Jumlah (orang)
1. | S2 3

2 | Q1 42




3. |D3 2
4. | SMA/SMK/Sederajat 1
Total 19

Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No | Eselon Jumlah (orang)
1. | Eselonll 1

2. | Eselonlli 3

3. | Eselon IV 2

4. | Fungsional Tertentu 5

Total 11

Tabel 2.5 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No | Jabatan Jumlah (orang)
1. Kepala Dinas 1

2. | Sekretaris 0

3. | Kepala Bidang 2

4. | Kepala Seksi 1

5. | Kepala Sub Bagian 2

6. | Pelaksana/Fungsional Umum 10

7. | Fungsional Tertentu 5

Total 19

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian pada renstra sebelumnya telah ditetapkan dengan pengukuran target kinerja
dari sasaran strategis dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran
beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :
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2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan DISKOMINFO

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Diskominfo Kabupaten Pangandaran
memberikan layanan di bidang komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian.
Kelompok sasaran layanan pada Diskominfo adalah semua perangkat daerah, DPRD,
instansi vertical, akademisi dan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pangandaran
adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat
data daerah sebagai kekayaan strategis pemerintah daerah. Dengan pelayanan
berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional dan siap melayani akan lebih
mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan
biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal
satu pintu. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak
hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pemanfaatan TIK untuk hal
positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing di tingkat regional
maupun nasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses
masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.
Adapun beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, menyebabkan terbatasnya akses
masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak
merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang hampir seluruhnya
mengandalkan peran dunia usaha menyisakan blank spot di wilayah non komersil;

b) Belum optimalnya penerapan TIK pada seluruh Lembaga pemerintahan daerah;

c) Rendahnya kapasitas SDM umumnya dan SDM aparatur khususnya sebagai
pendukung utama pemanfaatan TIK;

d) Belum terintegrasinya Aplikasi Layanan e-Government antar SKPD. E-Government
(electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet
maupun non internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efektif dan
efisien terhadap warga dan organisasi itu sendiri atas informasi dan pelayanan
pemerintah;

e) Perlunya penataan dan pembenahan tata Kelola yang berkaitan dengan
pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar/pedoman
pengembangan, pembangunan dan penerapan SPBE;



f) Rendahnya kapasitas SDM di bidang statistik sebagai penunjang pelaksanaan statistik

sektoral Kabupaten Pangandaran;

g) Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral karena rendahnya pemahaman
akan pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan penunjang perencanaan
pembangunan daerah;

h) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan statistik sektoral;

i) Terbatasnya anggaran untuk operasional sebagai sarana penunjang kegiatan statistik
sektoral.

j) Kurangnya jumlah SDM yang kompeten dan memiliki keahlian spesifik di bidang
komunikasi publik, jurnalistik, desain grafis, manajemen media sosial, dan analisis
data;

k) Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi SDM yang ada;

) Terbatasnya anggaran untuk operasional, pengadaan peralatan pendukung (kamera,
perangkat lunak, dil.), produksi konten, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau
diseminasi informasi;

m) Ketergantungan pada anggaran daerah yang fluktuatif;

n) Konten infPenyajian informasi yang monoton, kurang menarik, dan sulit dipahami
oleh berbagai lapisan masyarakat.ormasi yang kurang relevan dengan kebutuhan
dan minat masyarakat;

o) Kurangnya inovasi dalam format dan penyajian konten (misalnya, minimnya
penggunaan infografis, video pendek, atau podcast),

p) Lambatnya pembaruan informasi di kanal-kanal resmi pemerintah daerah;

q) Kesulitan dalam merespons isu-isu aktual dengan cepat dan tepat;

r) Kurangnya strategi komunikasi yang terintegrasi untuk menjangkau target audiens
yang beragam;

s) Kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program komunikasi
publik yang telah dilaksanakan;

t) Belum adanya indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan program.



2.2.2 Isu-lsu Strategis

Isu-isu Strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan diantaranya

adalah :

a.

Lemahnya regulasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
terutama kaitan penerapannya, mayoritas penggunaan aplikasi tanpa payung
hukum,

. Belum terintegrasinya aplikasi yang digunakan dan berjalan masing-masing,

kecenderungan dalam  pembuatan/pengembangan  aplikasi  tidak
dikoordinasikan dengan instansi lain yang terkait dengan bisnis proses yang
akan disistemkan, ego sektoral masih sangat tinggi;

Keterbukaan yang masih sangat lemah, masih tingginya anggapan bahwa
semua data adalah rahasia padahal data yang telah diolah menjadi informasi
haruslah disampaikan kepada publik dan masyarakat dapat dengan mudah
mengaksesnya,

Kemitraan dengan pihak lain baik swasta atau pemerintah daerah lain tidak
dimanfaatkan secara optimal, sehingga kerjasama yang telah dijalin tidak

terlihat hasil dan aksinya, kurangnya inisiatif menjadi hambatan tersendiri,

. Kemampuan SDM dalam pengelolaan pemanfaatan TIK masih dalam

kategori rendah, tidak terdapatnya SDM yang benar-benar menguasai TIK
sehingga tidak ada inisiator dan motivator sebagai penggerak pemanfaatan
TIK secara optimal sebagai daya dukung pengelolaan proses bisnis
pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

Kurangnya jumlah SDM yang kompeten dan memiliki keahlian spesifik
dibidang komunikasi public, jurnalistik, desain grafis, manajemen media

social, dan analisis data

. Konten informasi yang kurang relevan dengan kebutuhan dan minat

masyarakat

. Penyaijian informasi yang monoton, kurang menarik, dan sulit dipahami oleh

berbagai lapisan masyarakat

Kurangnya strategi komunikasi yang terintegrasi untuk menjangkau target
audiens yang beragam

Kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program
komunikasi publik yang telah dilaksanakan.

Kurangnya jumlah SDM yang kompeten dan memiliki keahlian spesifik di
bidang statistik sektoral.

Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi SDM yang ada.
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BAB 1l
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA DISKOMINFO

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu kepada
tujuan RPJMD dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terkait pada
tujuan yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah”. Tujuan
tersebut dicapai sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
membangun/mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai wujud

kehadiran pemerintah daerah bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

3.2 SASARAN RENSTRA DISKOMINFO

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasi yang
ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalamrumusan spesifik, terukur,
mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran
dirancang pula indicator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.
Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-
masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
strategis.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang
telah dikemukakan, sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun
2025-2029 vyang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas”,
“Meningkatnya pelayanan publik yang memanfaatkan sistem elektronik”, “Meningkatnya
kualitas keamanan informasi”, “Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran, dan
Pemerataan  Informasi  Publik”,  “Peningkatan = Kematangan  Penyelenggaraan
Statistik Sektoral’.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator sasaran, yaitu Jumiah
layanan publik yang berbasis elektronik, Indeks KAMI, Persentase penyebaran informasi
publik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Nilai LHE AKIP Diskominfo. Tujuan dan
sasaran jangka menengah Diskominfo Kabupaten Pangandaran beserta indikator
kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :
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3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISKOMINFO

Strategi

adalah

rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah

langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya melalui

penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis

untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan

Persandian Kabupaten Pangandaran maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat

daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah

sebagai berikut :

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebiajkan
Meningkatnya Meningkatnya mengidentifikasi mengembangkan
akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang | proses portal layanan publik
instansi pemerintah memanfaatkan sistem bisnis/layanan publik | terintegrasi
daerah elektronik yang dapat dialihkan

ke sistem elektronik
Meningkatnya kualitas | untuk keterpaduan membentuk tim

keamanan informasi

pencegahan dan
penanganan insiden
siber dikoordinasikan
oleh perangkat daerah
yang membidangi TIK

tanggap insiden siber
pada semua perangkat
daerah

Peningkatan Kualitas
Pengelolaan,
Penyebaran, dan
Pemerataan Informasi
Publik

peningkatan
kompetensi sumber
daya informasi dan
komunikasi publik
serta optimalisasi

sarana dan prasarana

pemanfaatan sarana
dan prasarana yang
ada secara optimal
dan pemanfaatan
media sosial sebagai
sarana penyebaran

informasi publik

Peningkatan
kematangan
penyelenggaraan
statistik sektoral

pembinaan intensif
terhadap produsen
data

peningkatan kapasitas
SDM produsen data

Nilai LHE AKIP
Diskominfo

Meningkatkan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
(AKIP) Dinas

peningkatan
akuntabilitas dan
penguatan evaluasi
atas akuntabilitas
kinerja instansi

pemerintah
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BABIV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan
Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang jasa atau modal.

Pada bab ini diuraikan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, yang disertai
indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya, yang kesemuanya adalah
dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang
terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas
RPIJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan
program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran
pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam
rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi
dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud

sebagaimana diuraikan sebagai berikut dalam tabel :
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TABELA4.1
PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

11,424,93

5,000

7,544,47 | 655

0,000

7,470,00 | 63,2

3,000

7,366,34 | 60,9

2,000

58,6

7,745,
463,00

0

56,3

54

n/a

Persentase
Aplikasi

e-Government

yang

terintegrasi

MENINGK
ATKAN

BIROKRASI
YANG

BERSIH
DAN

MELAYANI

Meningkat

nya
akuntabilit

ask

inerja

.

tans
pemerinta
h daerah

Ins
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Indikator Dets Tahun
Misi/ Kinetja Tujuan, | ¢ sian 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Sasaran, ; Satu-
Tujuan/ Kegiatan Sub Kegiatan Program. Awal &
) Kegiatan, Sub vm_,n = Targe qm“mm Pagu ._.m“mm Pagu ﬂ__n.mn Pagu Targe Pagu Targe Pagu
naan , t t
Kegiatan : ; t ‘
Dukungan Jumilah laporan
Administratif, | Dukungan
Keuangan, dan | Administratif,
Tata Kelola Keuangan, dan
Komisi Tata Kelola
Informasi di Komisi
Daerah dalam | Informasi di
Rangka Daerah yang n/a Laporan 1 10,000 2 11,000,0 3 12,100,0 4 13,310,0 5 14,641,00
Penyelesaian akuntabel serta i ,000 00 00 00 0
Sengketa disampaikan
informasi kepada
Publik Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Pelayanan Jumlah
Informasi permohonan
Publik Informasi
Publik yang
diselesaikan 3g | Permoh 20 |20,000| 21 |21,0000| 22 |220500| 23 |221500| 30 |46,084,50
sesual onan ! ,000 00 00 00 0
peraturan
perundangan




Misi/
Tujuan/
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sosialisasi
Peraturan
Bidang
Informasi dan
Komunikasi
Publik

Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan

Persentase
khalayak
sasaranyang
terpapar
informasi
terkait
peraturan
bidang
informasi dan
komunikasi
publik

Data
Capaian
Awal
Perenca
naan

n/a

Satu-
an

Persen

Tahun

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Targe

Targe

61

Pagu

15,068
,000

Targe

62

15,

Pagu

400,0
00

Targe

63

16,

Pagu

175,0
00

Targe

64

Pagu

16,950,0
00

Targe

65

Pagu

32,266,50
0

Monitoring
Informasi
Kebijakan,
Opini, dan
Aspirasi Publik

Jumlah
rekomendasi
komunikasi
terhadap isu
publik yang
berkembang
dan usulan
agenda
komunikasi
prioritas
Pemerintah
Daerah

n/a

Rekome
ndasi

12

15,000
,000

13

16,

000,0
00

14

16,

538,0
00

15

17,365,0
00

16

32,993,50
0
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Misi/
Tujuan/
Program

Kegiatan

Sub xmnmmnma

Diseminasi
Informasi

Indikator
Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program,

Kegiatan, Sub

Kegiatan
Persentase
khalayak yang
terpapar
informasi
publik

Data
Capaian
Awal
Perenca
naan

n/a

Satu-
an

Persen

Tahun

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Targe

Targe Pagu

61 15,000
,000

Targe

62

Pagu

15,500,0
00

Targe

63 16,

Pagu

537,0
00

Targe
t

64

Pagu

17,000,0
00

Targe

65

Pagu

32,991,50
0

Pengelolaan
Media
Komunikasi
Publik

Jumlah media
komunikasi
publik milik
pemerintah
daerah yang
dikelola
maupun
pemanfaatan
media
berbayar
sesuai
kriteria/juknis

Media

10 | 110,50
0,000

10

81,000,0
00

10 | 86,

284,5
00

10

79,461,0
00

10

213,666,5
00
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Indikator Data Tahun
Misi/ Kinerja Tujuan, | ¢ sian 2025 2026 2027 2028 2029 2030
) , Sasaran, Satu-
Tujuan/ Kegiatan | Sub Kegiatan e Awal o
Program Kegiatan, sub | ToEne targe | TV0F | poo (THER oL, (TR o (TR o (TR0
= naan t t , 1 t t
Kegiatan t
Penyusunan Jumlah Strategi
Strategi Komunikasi
Komunikasi Publik yan
DUtk e n/a oo_ﬂsm : 2 | 15000, 2 |155000| 2 |160000| 2 |165000| 3 |31,920,00
,000 00 00 00 0
Penyusunan Jumlah Konten
Konten Informasi
Publik
n/a Konten - 310 | 15,000 | 315 15,500,0 320 16,537,5 325 17,000,0 340 | 34,563,50
,000 00 00 00 0
Penguatan Jumlah ASN
Kapasitas bidang
Sumber Daya komunikasi
. i
Manusia | publik yang 80 Orang 45 | 15000 | 50 | 15,0000 | 50 | 20,0000 | 55 |8990,00| 60 | 3644350
Komunikasi difasilitasi 45
. o ,000 00 00 0 0
Publik mengikuti
bimtek/pelatih
an
. 9 12 15 18 21
n/a _sm“ma - | Kegia w%mmw@ Kegia | 2,688,35 | Kegia | 2,715,23 | Kegia | 2,742,39 | Kegia | 2,769,815
tan c. tan 6,000 tan 9,000 tan 2,000 tan ,000
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Indikator Data Tahun
Misi/ Kinerja Tujuan, | o zian 2025 2026 2027 2028 2029 2030
‘ . ; Sasaran, Satu-
Tujuan/ Kegiatan Sub Kegiatan Program Awal =
Program Kegiatan sup | Perenca Targe | T'8% | pagy Targe | pagu Targe | pagu ,_,m_.mn pagu | | g
' naan t t t t t
Kegiatan t ;
Dukungan
Administratif,
Keuangan, dan
Tata Kelola
Komisi Jumlah
Informasi di | sengketa nfa | Putusan | - 1 |10000| 2 |11,0000| 3 |121000| 4 |133100| 5 |14,641,00
Daerah dalam | informasiyang
. . 000 00 00 00 0
Rangka diselesaikan !
Penyelesaian
Sengketa
Informasi
Publik
S.4
Peningkat
an
Kematang Indeks
an Pembangunan 0 Poin 2.6 2.65 | 75,000 | 2.65 | 78,500,0 2.7 81,788,0 2.7 83,250,0 2.8 164,338,5
Penyeleng Statistik (IPS) ,000 00 00 00 00
garaan
Statistik
Sektoral
Program Persentase
Penyeleng publikasi data
garaan statistik 65 Persen 40 45 75,000 50 78,500,0 55 81,788,0 60 83,250,0 65 164,338,5
Statistik sektoral ,000 00 00 00 00
Sektoral




Misi/
Tujuan/
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan

Data
Capaian
Awal
Perenca
naan

Satu-
an

Tahun

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Targe

Targe Pagu

Targe

Pagu

Targe

Pagu

Targe

~ Pagu

Targe

Pagu

Penyeleng
garaan
statistik
sektoral di
lingkup
daerah
kabupaten
[kota

Jumlah
dokumen
statistik
sektoral yang
dipublikasikan

Dokume
n

2 75,000
,000

78,500,0
00

81,788,0
00

83,250,0
00

164,338,5
00

Pengelolaan
Kegiatan
Statistik
Sektoral
Dalam Sistem
Statistik
Nasional

Persentase
kegiatan
statistik
sektoral yang
sudah
mendapatkan
rekomendasi
dari pembina
data statistik

n/a

Persen

100 | 10,000

,000

100

10,500,0
00

100

11,000,0
00

100

11,250,0
00

100

23,257,50
0

Pemenuhan
Prinsip Satu
Data Indonesia

Persentase
kegiatan
statistik
sektoral yang
telah
memenuhi
standar data,
metadata,
interoperabilit
as data dan
kode referensi

n/a

Persen

20 20,000

,000

20

10,500,0
00

25

11,000,0
00

30

11,250,0
00

35

20,790,00
0
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—:Qw—nﬂﬁou. ..—-N—JF—:
Kinerja Tujuan D :
Misi/ ; 18 TUUaN, | eopaian | 2025 | 2026 2027 2028 2029 2030
. Sasaran, Satu-
Tujuan/ Kegiatan | Sub Kegiatan | Awal
 Mesaram Program, Parencs an Targe Targe Targe Targe Targe
e Kegiatan, Sub | Targe Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu
: nhaan t t t t t
Kegiatan t ,
dan/atau data
induk
Peningkatan Persentase
Kualitas Data kegiatan
statistik statistik n/a | Persen | - | 100 | 10,000 | 100 | 10,500,0 | 100 | 11,000,0 | 100 | 11,250,0 | 100 | 20,790,00
Sektoral sektoral yang
. ,000 00 00 00 0
rilis tepat
waktu
Pengingkatan | Jumlah
Kapasitas pegawai yang
Kelembagaan | mendapatkan n/a Orang 28 30,000 30 31,500,0 32 32,250,0 34 32,500,0 36 65,985,00
Statistik pelatihan di ,000 00 00 00 0
Sektoral bidang statistik
Pelaksanaan Persentase
Proses Bisnis kegiatan
Statistik statistik yang
Sektoral dilengkapi n/a Persen - 15 5,000, 20 5,000,00 25 5,000,00 30 5,000,00 35 10,000,00
Sesuai Standar | dokumen 000 0 0 0 0
perencanaan
kegiatan
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Indikator Data Tahun
Misi/ Kineta iAn: | cunalen 2025 2026 2027 2028 2029 2030
. . Sasaran, Satu-
Tujuan/ ;xmn_mﬂa Sub Kegiatan Pragtam, Awal .
Program Kegiatan. Scb Perenca ; Targe qm_n.mm Pagu qm”mm Pasu ._.m_»,um Pagu Targe Pagu Targe Pagu
. naan t t
Kegiatan ‘ t
statistik
sektoral
Koordinasi dan | Jumlah laporan
Kolaborasi penyelenggara
Dalam anforumsatu | .| japoran | - - 1 [105000| 1 [115380| 1 |120000| 1 |2351600
Penyelenggara | data daerah - 00 00 00 0
an Statistik
Sektoral
S.5
Meningkat
ya Nilai LHE AKIP 3,563,
Akuntabili Diskominfo 69.85 Poin 70 71 115.00 72 3,634,37 73 3,707,06 74 3,781,20 75 6,298,000
tas Kinerja m 7,000 5,000 6,000 ,000
Diskominf
o
Program Persentase
Penunjang sarana
Urusan prasarana
Pemerinta kantor yang
wwmas HMM””H.W 93 | Persen | | 100 Wmmmwm 100 | 3,634,37 | 100 |3,707,06 | 100 | 3,781,20 | 100 | 6,298,000
! 7,000 5,000 6,000 ,000
Kabupaten laporan 0
/Kota keuangan
dengan
kualitas baik
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Misi/
Tujuan/
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan

Persentase
peningkatan
kompetensi
aparatur

Persentase
perencanaan
dan evaluasi
kinerja yang
berkualitas

Data
Capaian
Awal
Perenca
naan

Satu-
an

Tahun

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Targe

Targe Pagu

Targe

Pagu

Targe

Pagu

Targe

Pagu

Targe

Pagu

Kegiatan
Perencana
an,
Pengangga
ran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

Persentase
perencanaan
kinerja yang
disusun tepat
waktu

Persentase
dokumen
penganggaran
kinerja yang
disusun tepat
waktu

Persentase
dokumen
evaluasi yang
disusun tepat
waktu

93

Persen

100

100 | 300,00

100

300,000

100

300,000

100

300,000

100

500,000
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Indikator Tahun
Kinerja Tujuan, i
Misi/ 13 Tujuan, | capaian 2025 2026 2027 2028 2029 2030
e . - Sasaran, Satu- : —
- Tujuan/ Kegiatan | Sub Kegiatan Pragranis Awal - ; ,
Program . xmnmmﬁ_: m_._v Perenca Targe ;qm.,mm Pagu Targe Pagu Targe Pagu Targe Pagu Targe Pagy
=~ , naan . t -t t : t t
Kegiatan t
Peyusunan Jumlah
Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan 3 Dokume 3 3 300,00 3 3 3 3
n ’ 300,000 300,000 300,000 500,000
Perangkat Perangkat 0
Daerah Daerah
Administra Persentase
si unit kerja yang
K "
_vmwwh_mmh Hm“w%“ﬂ“.osq.m 93 | Persen | 100 | 100 wmwoh.o 100 | 2,813,87 | 100 |2,868,96 | 100 | 2,933,380 | 100 | 4,224,500
& P ! ' 7,000 5,000 6,000 ,000
Daerah keuangan 0
dengan baik
Penyediaan Jumlah Orang
Gaji dan yang
Tunjangan Menerima Gaji | 21 oﬂw_mw\ Bl 25 | 26 memmm 26 | 281357 | 27 |2,868,66 | 28 |2,93350 | 30 |4,224,200
ASN dan Tunjangan ¢ 7,000 5,000 6,000 ,000
0
ASN
Pelaksanaan Jumlah
Penatausahaa | Dokumen
n dan Penatausahaan
Pengujian/Veri | dan Dokume
fikasi Pengujian/Veri 3 n 3 3 wow\oo 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000
Keuangan fikasi
SKPD Keuangan
SKPD
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Indikator Data Tahun
Misi/ Kineria Tuluam: | copalan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
. Sasaran, ; Satu-
Tujuan/ Kegiatan | Sub Kegiatan Progtata Awal .
Program Keckatun m.:_u Perenca Targe Targe Pagu Targe Pagu Targe Pagu Targe Pagu Am..mm Pagu
‘ naan t t t t t
Kegiatan t
Administra Jumlah barang
si Barang milik daerah
Milik pada
Daerah perangkat 265 Unit 265 270 | 300,00 | 275 300,000 280 300,000 285 300,000 290 500,000
pada daerah dalam 0
Perangkat kondisi baik
Daerah
Penatausahaa | Jumlah
n Barang Milik | Laporan
daerah pada Penatausahaan
SKPD Barang Milik 1| laporan) 1 1130000 1 | 350000 Y | 300000 1| 300000 1| 500,000
Daerah pada 0
SKPD
Administra Persentase
si administrasi
Kepegawai kepegawaian
an perangkat 93 | Persen | 100 | 100 | 300,00 | 100 | 350000 | 100 | 300000 | 190 | 300,000 | % | 500,000
Perangkat daerah yang 0
Daerah baik
Koordinasi dan | Jumlah
Pelaksanaan Dokumen Hasil
Sistem . Koordinasi dan Dokume
Informasi . v.m_mxmmzmmm: 3 n 3 3 300,00 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 500,000
Kepegawaian | Sistem 0
Informasi
Kepegawaian
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Indikator Tahun
Kinerja Tujuan oo ‘
Misi/ e A | ol 2025 2026 2027 2028 2029 2030
- Sasaran, Satu-
Tujuan/ Kegiatan | Sub Kegiatan Program Awal -
Program Keatatan b Perenca Targe Targe Pagu | Targe Pagu Targe Pagu Targe Pagu Targe Pagu
e naan t t t t t ;
Kegiatan t
Administra Persentase
si Umum administrasi
__wwﬂwmxuﬂ =M“._“, ot 93 | Persen | 100 | 100 | 92,050 | 100 | 134,400, | 100 | 145,500, | 100 | 145,300, | 100 |377,000,0
perang ,000 000 000 000 00
daerah yang
baik
Penyediaan umlah Paket
Komponen Komponen
Instalasi Instalasi
Listrik/ Listrik/Peneran 1 Paket 1 1 500,00 1 500,000 1 500,000 1 300,000 1 2,000,000
Penerangan gan Bangunan 0
Bangunan Kantor yang
Kantor Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
Peralatan dan | Peralatan dan
Perlengkapan | Perlengkapan 1 Paket 1 1 8,000, 1 12,000,0 1 12,000,0 1 12,000,0 1 40,000,00
Kantor Kantor yang 000 00 00 00 0
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
Peralatan Peralatan
1
Rumah Tangga | Rumah Tangga 1 Paket 1 1 850,00 1 900,000 1 1,000,00 1 1,000,00 5,000,000
yang 0 0 0
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
Barang Barang
Cetakan dan Cetakan dan 3 Paket 3 3 3,000, 3 3,000,00 3 4,000,00 3 4,000,00 3 8,000,000
000 0 0 0
Penggandaan | Penggandaan
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Indikator Tahun
Kineris Tubgan | 0 , , ;
Misi/ ’ | Capaian 2025 2026 2027 2028 2029 2030
. - ; . Sasaran, Satu-
Tujuan/ Kegiatan | Sub Kegiatan Prosran. Awal -
Program Kegiatan, Sub Perenca Targe ._.m“nm Pagu .qm“mm Pagu ;._.m“nm Pagu ._.mmwm | Pagu qm“,mm Pagu
e : naan : .
Kegiatan , t
yang
Disediakan
Penyediaan Jumlah
Bahan Bacaan | Dokumen
dan Peraturan | Bahan Bacaan
Perundang- dan Peraturan 1 Jenis 1 1 17,000 1 18,000,0 1 18,000,0 1 18,000,0 1 22,000,00
undangan Perundang- ,000 00 00 00 0
Undangan yang
Disediakan
Penyelenggara | Jumlah
an Rapat Laporan
Koordinasi dan | Penyelenggara
Konsultasi an Rapat 26 Laporan 24 26 62,700 28 100,000, 30 110,000, 32 110,000, 35 300,000,0
SKPD Koordinasi dan ,000 000 000 000 00
Konsultasi
SKPD
Kegiatan Persentase
Pengadaa pengadaan
n Barang barang milik
Milik daerah yang
Daerah terealisasi 93 Persen 94 95 165,00 96 165,000, 97 160,000, 98 165,000, 99 515,000,0
Penunjang 0,000 000 000 000 00
Urusan
Pemerinta
h Daerah
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Indikator Tahun
Kinerja Tujuan st :
Misi/ ’ | Capaian 2025 2026 2027 2028 2029 2030
. , . Sasaran, Satu-
Tujuan/ Kegiatan | Sub Kegiatan Srogtarn. Awal i
Program Kegiatan, Sub Perenca Targe ._.m“mm Pagu .qm“mm Pagu ._.u“wm Pagu Targe Pagu i Pagu
naan : ‘ t t
Kegiatan t
Pengadaan Jumlah Unit
Kendaraan Kendaraan
Dinas Dinas
Operasional Operasional n/a Unit - - - - - 1 300,000,0
atau Lapangan | atau Lapangan ) i ) . 00
yang
Disediakan
Pengadaan Jumlah Paket
Mebel Mebel yang 10 Unit - 5 5,000, 3 5,000,00 - 3 5,000,00 5 15,000,00
Disediakan 000 0 i 0 0
Pengadaan Jumlah Unit
Peralatan dan | Peralatan dan
Mesin Lainnya | Mesin Lainnya 1 Unit - 5 160,00 5 160,000, 5 160,000, 5 160,000, 10 200,000,0
yang 0,000 000 000 000 00
Disediakan
Kegiatan Persentase
Penyediaa jasa penunjang
n Jasa urusan
H“M_.__m:m ﬂ__,“m_:_a.a: 93 | Persen | 100 | 100 | 407,00 | 100 | 418,200, 100 | 428,200, | 100 | 439,200, | 100 | 816,000,0
Pemerinta disediakan 0,000 0oo 000 000 00
han
Daerah
Penyediaan Jumlah
Jasa Surat Laporan
Menyurat Penyediaan 45 Buah 40 40 2,000, 40 2,200,00 40 2,200,00 42 2,200,00 44
Jasa Surat 000 0 0 0 6,000,000
Menyurat
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Misi/
Tujuan/
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik

Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan

Data
Capaian
Awal
Perenca
naan

Satu-
an

Laporan

Tahun

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Targe

Targe

Pagu

260,00
0,000

Targe

Pagu

270,000,
000

Targe

1~n.._

280,000,
000

Targe

Pagu

290,000,
000

Targe

Pagu

500,000,0
00

Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor
yang
Disediakan

12

Laporan

12

10

145,00
0,000

10

146,000,
000

10

146,000,
000

10

147,000,
000

10

310,000,0
00

Pemelihar
aan
Barang
Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerinta
han
Daerah

Persentase
prasarana
yang baik dan
layak fungsi

93

Persen

100

100

98,165
,000

100

102,000,
000

100

103,500,
000

100

97,000,0
00

100

364,000,0
00




. _=.“._=§w_. Deta Tahun
Misi/ Kinerla ch,m? Capaian | 2025 2026 2027 2028 2029 2030
. . Sasaran, Satu-
Tujuan/ Kegiatan Sub Kegiatan Prograh, Awal -
Program Keglatan, Sub Perenca ; Targe qm”nm Pagu ,qm..mm Pagu Targe Pagu Targe Pagy Targe Pagu
naan , t t t t
Kegiatan t

Penyediaan Jumlah

Jasa Kendaraan

Pemeliharaan, | Perorangan

Biaya Dinas atau

Pemeliharaan | Kendaraan

dan Pajak Dinas Jabatan 2 Unit 2 2 70,165 4 72,000,0 5 72,000,0 5 72,000,0 5 160,000,0

Kendaraan yang Dipelihara ,000 00 00 00 00

Perorangan dan dibayarkan

Dinas atau Pajaknya

Kendaraan

Dinas Jabatan

Penyediaan Jumlah

Jasa Kendaraan

Pemeliharaan, | Dinas

Biaya Operasional

Pemeliharaan, | atau Lapangan

Pajak dan yang Dipelihara 3 Unit 3 3 20,000 4 22,000,0 5 22,000,0 5 22,000,0 5 130,000,0

Perizinan dan dibayarkan ,000 00 00 00 00

Kendaraan Pajak dan

Dinas Perizinannya

Operasional

atau Lapangan

Pemeliharaan | Jumlah Mebel

Mebel yang Dipelihara n/a Unit - - - - R cBﬁ 30,000,00

; - } ) ni )

0
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Indikator Bats Tahun
Misi/ Kinerja Tujuan, | ¢ lan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
. . Sasaran, Satu-
- Tujuan/ Kegiatan Sub Kegiatan Brogram Awal .
?
Program Kegiatan, Sub Perenca Targe Hree Pagu 1age Pagu Targe Pagu Targe Pagu Torge Pagu
- naan £ t ;
Kegiatan
Pemeliharaan | Jumlah
Peralatan dan | Peralatan dan 6 Unit 3,000, 3,000,00 4,500,00 3,00000 | 8
Mesin Lainnya | Mesin Lainnya 5 9,000,000
L 000 0 0 0
yang Dipelihara
Pemeliharaan/ | Jumlah Gedung
Rehabilitasi Kantor dan
Gedung Bangunan 1 Unit - 5,000, 5,000,00 5,000,00 1 | 35,000,00
Kantor dan Lainnya yang 000 0 0 - 0
Bangunan Dipelihara/Dire
Lainnya habilitasi
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